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TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD )
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“ PAUD AN-NABIL®
PDESA COGOREA KECAMATAN WAEAPO

K LPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU

ahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan serta
pembentulkkan ahlaq yang baik di Kabupaten Buru diperlukan

ﬂnr‘H’ﬂ\ﬂh dan .r]n't—nnm—ﬂﬂ nf‘rnr"v"vhf"::“\ DNasrah -r*;d:-r'ln cemmna ] ienie dan

jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;

hahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk
memberikan lzin Operasional pada PAUD AN-NABIL Desa Gogorea
Kecamatan Waeapo

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin

hurul a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tamhahan Lembaran Negara ]?eﬂnbhl_{ Thneoneqia Nomor 3143]

. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3895) sehagaimana telah diubah dengan Undang — undang Nomor 6
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang — undang Nomor 46
tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Malular Tengoara Barat (Lemharan Negara Republik

indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3961});
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4
. Undang—undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang

pembentukan peraturan Undang - undang (Lembaran Negara
Repuhlilz Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125 Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang—undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintalhh Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tamhahan Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 443R);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidilkan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2005 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406},

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38Tahun 2007
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Poraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20105

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007

tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 358 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Pertauran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kota;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuday'zan ch1bl1k Indonesia
Us«;la Dml;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia
Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak
Usia Dini;

Peratnran Bunati Burn Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008
Nomor U3);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014
Nomor 03});



i8. Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Ta hun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Buru Taehun
Anpsaran 2015 {Rerita Narsrah Kabupaten Rurn Tahnun 2014 Nomor
T,

Memuperhatikan : Surat Pengelola PAUID AN-NARIL Desa Gogrea Kecamata Waeapo

tcnitang Permohonan lzin Opere rasional PAUD AN-NABIL Desa
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- EX/.01/PI0O- PAUD/10/XI11/2015 Tanggal 10 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetankan

KESATU . Memberikan Izin Operasional Kepada PAUD AN-NABIL Desa
Gogorea  Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru.

KEDUA . Memberiikan ikewenangan kepada pengelola untuk mengeiolah PAUD
AN-NABIL Gogorea Kecamatan Waeapo sesual dengan ketentuan
yvang berlaku.

KETIGA . Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil
kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru,

KEEMPAT :  Segala biaya yang ditimbulkan scbagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pqda lembaga penyelenggara.

KELIMA ¢ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat
kekeliruan akan diperbaiki scb"':aiﬁai mcstinya.

Ditetapkan di ~ : Namlea

Tangpal - 08  Maret 2016
Pit.Kepala Dinas .,g&%iiaﬁ dan Kebudayaan
Kabupater X

Tembusan disampaikan Kepada Yih

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Glahraga
Provinsi Maluku di Ambon

2 Ketua DPRD Kabupaten Buru (i Namiea

3. Camat Waeapo di Mako

4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Keec, Waeapo di Mako

5. Kepala Desa Gogorea di Gogorea

6. Arsip



